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ABSTRAK

Salsh satu peran utama penuntut umum dalam sistem peradilan pidana, adalah mengajukan
Penclitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan penuntut umum dalam
peountut umum dalam mengajukan tuntutan pidana tambahan vang pengganti terhadap
terdakwa tindak pidana korupsi studi kasus Putusan Nomor 25/Pid.Sus TPK/2024/PN Plg
dan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/ PLG. Metode yang digunakan dalam penclitian
ini adalah mectode yuridis normatif discrtai dengan wawancara kepada pemuntut umum
dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil
penclitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan penuntut umum dalam mengajukan
tuntutan pidana tambehan uang pengganti didesarkan pada adanya kerugian negara yang
harus dikembalikan olch terdakwa, jenis pelaku, dampak dari tindak pidana korupsi yang
merugiken masysrokat serta kepentingan umuk memberi efek jera kepada terdakwa.
Kemudian hasi! penelitian ini juga akan mennnjukkan tantangan hukum dan tantangan non
hukum yang dialami penuntut ummum dalam menentukan tuntutan pidana tambahan uang
pengganti. Penuniutan pidana tambeban uang pengganti diharapkan dapat menanggulangi
kerugian negara sckaligus menjadi langtah peacegahan terhadap tindak pidana korupsi di
masa depsa,

Kata Runci : Peruanwt Umurs, Pidana Tamdzhon Uang Pengganti, Tindak Pidana
Korupsi
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Almira Novia Zulalkhs, $.H.M.H
NIP. 199411302022032019
Ketua nkum Pidana
Bd.Muhammad Ikhsan, S HMH,

NIP. 196802211995121001

xii



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah Korupsi pertama kali diatur di dalam hukum Indonesia dalam
Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan
Pemberantasan Korupsi. Kemudian, dimasukkan juga dalam Undang-
Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan
Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 29
Maret 1971 digantikan oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 karena
Undang-undang Nomor 24 Prp. tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan
dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan
masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang
diharapkan, dan oleh karenanya Undang-undang tersebut perlu diganti,
yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 karena Undang-Undang Nomor 3 tahun
1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan kebutuhan hukum, karena itu perlu diganti dengan
undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru sehingga
diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan membrantas tindak pidana

korupsi dan kemudian diubah dengan



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 tahun 1999 tentang pembrantasan tindak pidana korupsi, karena
untuk menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran
hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi
masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam pembrantasan
tindak pidana korupsi.*

Pada intinya korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan
merusak. Apabila membicarakan tentang korupsi memang akan
menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi
moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur
pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian,
faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke
dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara
harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi
memiliki arti yang sangat luas. Jika diartikan secara khusus tindak pidana
korupsi adalah tindak pidana khusus yang pengaturannya terletak diluar
KUHP, yang didalam perbuatan tindak pidana korupsi tersebut memiliki

unsur-unsur sebagai berikut:
a. Perbuatannya:

1) memperkaya diri sendiri;

2) memperkaya diri orang lain;

1 Subur Sukrisno, Sejarah Korupsi di Indonesia, Bogor : IPB Press, 2017, him 3-4.



3) memperkaya diri suatu korporasi.
b. Melawan hukum: secara melawan hukum;
c. yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.?

Mengenai unsur tindak pidana korupsi diatas salah satunya yaitu
yang dapat merugikan keuangan dan perkonomian negara, mengenai unsur
tersebut pemerintah telah membuat sebuah peraturan untuk mengatasi
kerugian keuangan dan perekonomian negara tersebut yaitu pidana
tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi diatur
dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan selain pidana tambahan
sebagaimana dimaksud Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
sebagai pidana tambahan yaitu perampasan barang bergerak yang berwujud
atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak, pembayaran uang
pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda
yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penutupan seluruh atau sebagian
perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, pencabutan seluruh atau

sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian

2 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, HIm 5-6.



keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah

kepada terpidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi hukuman pokok,
juga dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti
yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang

diperoleh dari tindak pidana korupsi.?

Dari pengertian tindak pidana korupsi sekaligus peraturan mengenai
tindak pidana korupsi diatas, penullis telah menganalisis data fenomena
korupsi yang terjadi di Prabumulih tahun 2024 dari bulan januari sampai

bulan desember, digambarkan dalam diagram berikut :

3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LN. No. 134 Tahun 2001. TLN.
No.4150.



Diagram data tindak pidana korupsi di Prabumulih 2024*
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Berdasarkan diagram diatas penulis telah menganalisis bahwa
tindak pidana korupsi di Prabumulih mengalami peningkatan yang pesat
dari pada bulan mei, dan dari data tindak pidana korupsi yang terjadi di
Prabumulih tersebut terdapat 2 kasus korupsi yang terjadi di kota
Prabumulih yaitu 2 kasus pada bulan mei. Dari 2 kasus yang terjadi di kota
Prabumulih tersebut penulis telah meneliti dan menganilisis amar
putusannya yang terdapat ketidaksamaan mengenai penjatuhan pidana,
yaitu terdapat satu putusan yang terdakwanya hanya dikenakan pidana
penjara dan pidana denda, sedangkan dalam putusan yang lain terdakwanya

dikenakan pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Hal tersebut

4 Data Tindak Pidana Korupsi yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Prabumulih.
https://pn-prabumulih.go.



https://pn-prabumulih.go./

membuat penulis merasa bahwa terdapat ketidaksamaan dalam penjatuhan

tuntutan terhadap terdakwa.

Tindakan tuntutan pidana tambahan uang pengganti pada dasarnya
merupakan salah satu kewenangan penuntut umum yang diatur didalam
Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia, Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh
Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan
penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Salah
satunya untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi
yang dilakukan oleh terpidana. °Namun didalam beberapa putusan tindak
pidana korupsi terdapat beberapa putusan yang tidak menjatuhkan pidana
tambahan uang pengganti kepada terpidana, sehingga hal tersebut akan
membuat masyarakat merasa bahwa dalam melakukan dakwan terhadap
pelaku tindak pidana korupsi jaksa (penuntut umum) belum melakukan

kebijakan yang semestinya.

5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. LN.N0.298 Tahun 2021. TLN.
No.6755.



Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahasnya
dalam skripsi dengan judul “ Analisis Dasar Pertimbangan Penuntut
Umum Dalam Mengajukan Tuntutan Pidana Tambahan Uang

Pengganti Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi”



B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana dasar pertimbangan penuntut umum dalam menuntut pidana
tambahan uang pengganti kepada terdakwa tindak pidana korupsi?

2. Apa yang menjadi tantangan penuntut umum dalam menentukan
tuntutan pidana tambahan uang pengganti terhadap terdakwa tindak

pidana korupsi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan persepsi yang dapat menguraikan situasi
dan pemecahan masalah pada suatu keadaan serta dapat membuktikan yang
akan dilakukan. Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi dasar
pertimbangan penuntut umum dalam menuntut pidana tambahan
kepada terdakwa tindak pidana korupsi.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tantangan penuntut umum
dalam menentukan tuntutan pidana tambahan uang pengganti

terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.



D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penulisan skripsi ini dapat dilihat dari 2 (dua) aspek

yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat untuk menambah serta mengembangkan ilmu
pengetahuan dan wawasan kepada seluruh masyarakat Indonesia
mengenai pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti dalam
tindak pidana korupsi, dengan meneliti teori yang ada
dilapangan sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian
selanjutnya.

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
informasi dan saran bagi para kinerja hukum (jaksa, penuntut
umum, hakim, penasihat hukum, dan masyarakat) sehingga
dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam
melaksanakan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak

pidana korupsi.
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E. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup dari penulisan ini akan diselaraskan terhadap dasar
pertimbangan penuntut umum dalam menuntut pidana tambahan uang
pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri
Prabumulih serta apa yang menjadi tantangan penuntut umum dalam
menentukan tuntutan pidana tambahan uang pengganti dalam Putusan
Nomor 25/Pid.Sus TPK/2024/PN Plg dan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-
TPK/2024/ PLG.
F. KERANGKA TEORI
1. Teori Kepastian Hukum
Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yaitu
mewujudkan keadilan. Salah satu bentuk dari kepastian hukum itu
penegakan serta pelaksanaan sistem hukum terhadap suatu tindakan
tanpa memandang siapa yang melakukan, kepastian merupakan hal
yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama dalam norma
hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan maknanya
sehingga tidak bisa digunakan sebagai suatu pedoman untuk
perilaku setiap orang.®
Menurut para ahli hukum teori kepastian, sebagai berikut :
a. Menurut M. Yahya Harahap teori kepastian hukum memiliki dua

pengertian yaitu :

6 Cst Kansil, Kamus Istilah Hukum, Jakarta : Gramedia Pustaka, 2009, him 22.
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1) Setiap warga negara harus mengetahui perbuatan hukum apa
yang diperbolehkan dan yang dilarang;

2) Setiap warga negara harus mendapatkan keamanan hukum
dari kesewenang-wenangan apartur pemerintah sebagai
akibat dari adanya pengetahuan tentang perbuatan hukum
apa yang diperbolehkan dengan yang tidak.’

b. Menurut Sudikno Mertukusumo teori kepastian hukum adalah
sebuah jaminan mengenai hukum tersebut harus dijalankan
dengan cara yang benar. Kepastian hukum menginginkan
adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan
yang telah dibuat oleh pihak berwenang, sebagai aturan yang
memiliki aspek yuridis dan dapat menjamin adanya kepastian

bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus dipatuhi.®

Pada intinya kepastian hukum merupakan perlindungan bagi
orang atau badan yang mencari keadilan terhadap tindakan
sewenang-wenang yang mempunyai pengertian bahwa seseorang
dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu,
setiap orang mengharapkan kepastian hukum karena dengan adanya

kepastian hukum maka akan lebih tertib.

7 Rachmad Safaat, Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum, Malang : Bayumedia

Publishing, 2009, HIm 8.

30.

8 Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Rajawali Press, 2012, HIm
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2. Teori Kewenangan

Wewenang atau kewenangan dapat diartikan berkuasa, dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Kamal Hidjaz,
kewenangan diartikan sebagai hak kekuasaan untuk bertindak,
membuat keputusan, serta melimpahkan tanggungjawab kepada
orang/badan lain.®

Menurut pendapat para ahli hukum teori kewenangan diuraikan
sebagai berikut :

a. Menurut S.F. Marbun teori kewenangan merupakan
kekuasaan yang diformalkan baik dalam segolongan orang
tertentu maupun dalam suatu bidang pemerintahan tertentu,
serta merupakan suatu kemampuan untuk bertindak yang
diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan
hubungan hukum.

b. Menurut pendapat Ateng Syarifudin teori kewenangan
merupakan kewenangan formal atau kekuasaan yang berasal

dari undang-undang.?

Pada intinya kewenangan merupakan salah satu hak yang

dimiliki oleh negara atau lembaga negara merupakan wewenang

9 Kamal Hidjaz, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan
Daerah di Indonesia, Makasar : Pustaka Refleksi, 2010, HIm 3.
10 Ganjong, Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum, Bogor: Galia Indonesia,

2007, Him 10-11.
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yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau
peraturaan tertentu untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai

warga negara atau lembaga negara.!

3. Teori Pembuktian
Pembuktian adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan,
serta suatu upaya menentukan benar atau salahnya terdakwa dalam
sidang pengadilan. Dalam hukum pidana pembuktian adalah inti
persidangan karena yang dicari adalah kebenaran materil, tujuan
pembuktian dalam hukum pidana yaitu untuk memberikan kepastian
yang diperlukan dalam menilai sesuatu mengenai fakta-fakta atas
nama penilaian tersebut harus didasarkan.?
Dalam teori pembuktian terdapat empat teori yang dirumuskan
sebagai berikut :
a. Teori pembuktian obyektif murni
Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti
serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-
undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu
perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti
haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan
dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata

berdasarkan undang-undang. Pada intinya menurut teori ini

1 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, HIm 15.
12 Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Yogyakarta: Rangkang
Education, 2013, HIm 241.
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pembuktian hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang telah
diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, tanpa adanya
unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan
terdakwa. '3
b. Teori pembuktian subyektif murni
Menurut teori ini pembuktian itu didasarkan kepada
keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata). Pada
intinya menurut teori ini  prinsip pembuktiannya
didasarkan pada penilaian hakim atas dasar keyakinan
menurut  perasaannya semata-mata, dan tidak
menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-
undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak
kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat
subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah
terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang
didakwakan kepadanya.'*
c. Teori pembuktian yang bebas
Merupakan teori pembuktian yang menghendaki
agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara
bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi

hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana

13 Fuady, Munir, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), Bandung : Citra
Aditya Bakty, 2006, HIm 45.
14 Eddy Os, Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2012, HIm 18.
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hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya
hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi
dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan
atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak
terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-
undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat

bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan.®

d. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang

Dalam teori ini terdapa dua hal yang merupakan
syarat-syarat sebagai berikut :
1) Wettelijke, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah
dan ditetapkan oleh undang-undang.
2). Negatief, disebabkan oleh karena dengan alat-alat
bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum
cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa
telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya
keyakinan hakim.
Pada intinya menurut teori pembuktian ini hakim hanya
boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit- dikitnya alat-

alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada,

15 Ade Maman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo,

2004, Him 248.
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ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari

adanya alat-alat bukti itu.®

Berdasarkan teori-teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
pembuktian adalah suatu proses yang sangat penting dalam perkara
pidana karena dalam sistem pembuktian terdapat asas serta cara
yang merupakan aturan formal dalam menemukan kebenaran yang

sesungguhnya.

16 Hari Sasangka, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung :
Mandar Maju, HIm 11.



G. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

17

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah
tipe penelitian normatif yang disertai dengan wawancara kepada
penuntut umum di Kejaksaan Negeri Prabumulih. Penelitian normatif
adalah metode penelitian yang mengkaji dan meniliti hukum sebagai
norma, prinsip hukum, asas-asas hukum, teori hukum, serta kepustakaan
lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat oleh
penulis.t’

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah
yuridis sosiologis atau sering disebut penelitian hukum yang sosiologis
berdasarkan madzhab sociological jurisprudence. Penelitian ini
berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi
bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan,
namun mengamati bagaimana sistem norma tersebut bekerja didalam
masyarakat. Dalam penelitian yuridis sosiologis (sosiological
jurisprudence), tugas peneliti adalah mengkaji tentang "apa yang ada di
sebalik yang tampak dari penerapan peraturan perundangan™ (something

behind the law).*®

Him 79.

HIm 66.

17 Muhamimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram : Mataram University Press, 2020,

18 Sigit Sapto Nugroho, Metodologi Riset Hukum, Surakarta : Oase Pustaka, 2020,
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3. Jenis dan Sumber Data
a. Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama
(Responden) atau data yang diperoleh langsung dari dari lapangan
dengan metode wawancara kepada 2 orang Penuntut Umum bidang
pidana khusus di Kejaksaan Negeri Prabumulih.
b. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian
kepustakaan yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan
kedalam :
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang
memiliki keterkaitan yang erat dengan objek atau permasalahan
yang akan diteliti, 16 meliputi:
a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan
Hukum Pidana;
b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana;
¢) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah
menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
d) pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
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Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;
e) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia.
f) Putusan Nomor 25/Pid.Sus TPK/2024/PN Plg
g) Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/ PLG.
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terkait
dengan literatur kepustakaan terdiri dari buku-buku huku yang
terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah, jurnal-jurnal hukum,
undang-undang, peraturan-peraturan, dan sumber data yang
diperoleh dari internet.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang digunakan sebagai
petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, yaitu menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia

dan Kamus Hukum.*®

19 Muhamimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram : Mataram University Press, 2020,
Hlm 95.
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4. Teknik Pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah wawancara kepada responden untuk menjawab beberapa
pertanyaan yang ditentukan oleh penulis dan studi kepustkaan yang
diperoleh melalui buku-buku, jurnal, dokumen atau literatur yang
berkaitan dengan penulisan ini.
Dalam penulisan ini digunakan dua metode pengmpulan data yaitu :
a) Studi Lapangan
Dilakukan melalui wawancara terstruktur kepada 2 orang
Jaksa Penuntut Umum bidang pidana khusus di Kejaksaan
Negeri Prabumulih, wawancara dilakukan menggunakan daftar
pertanyaan yang berkaitan yang telah dibuat oleh penulis sebagai
pedoman dengan tujuan memperoleh jawaban dari responden.
b) Studi Kepustkaan
Penelitian dilakukan dengan cara membaca serta meneliti
referensi-referensi dari berbagai literatur dan bahan bacaan yang
relevan dengan materi permasalahan yang dibahas, kemudian

dituangkan kembali dalam kerangka teoritis.
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5. Analisis Bahan Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu merupakan pendekatan untuk
membangun  pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-
konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman
individu, nilai-nilai sosial dan sejarah dengan tujuan untuk membangun
teori atau pola pengetahuan tertentu) atau berdasarkan perspektif
partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi atau
perubahan) atau keduanya. Hal tersebut di atas menegaskan bahwa pada
penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun peneliti melalui intepretasi
dengan mengacu pada berbagai perspektif dan informasi apa adanya dari
subjek penelitian. Berbagai sumber data seperti catatan observasi,
catatan wawancara, pengalaman individu dan sejarah dapat digunakan
untuk mendukung terbentuknya intepretasi tersebut. Secara singkat
analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah
terkumpul diolah menjadi suatu penjabaran secara sistematis
menggunakan kalimat-kalimat sehingga menghasilkan bahasan atau

paparan yang sistematis dan dapat dimengerti.?°

2 Feny Rita Fiantika, Metodologi Penelitian Kualitatif, Padang : PT. Global Eksekutif
Teknologi, 2022, HIm 67.
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan
kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang sebenarnya sudah

diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.?

90.

21 Sigit Sapto Nugroho, Metodologi Riset Hukum, Surakarta : Oase pustaka, 2020, HIm
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